BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Mengingat

PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH
NOMOR 21.a. TAHUN 2011

. TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
'ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010 '

BUPATI TAPANULI TENGAH,

Baﬁwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabﬁpaten
Tapanuli Tengah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pertahggungjawaban
Pelaksanaan Angéaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010, perlu
~ ditetapkan Peraturan Bupati Tapanuli Tengah. tentang Penjabaran
Pertanggun'awaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagal rincian _leblh lanjut dari .

,Pertanggunawaban Pelaksanaan Anggaran Pendabatan_ dan -Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2010.

- Undan(’ Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956, tentang Pembentukan

A Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092) ; . .

Undang Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang ‘Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan ,
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

. Undang-Uﬁdang Nomor 21 Tahun 1997 tentahg Béa Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3688);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lemb aranl
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentarg Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47 , Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran -Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagéjmana telah diubah
dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tabun 2008 tentang
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lemb arah Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
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13.Peraturan‘ Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Takun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah
Nomor 2'4 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

18. Peraturan Pemerintah 54 Ta_-huil 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

© 20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576);

21.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia-Nomor 4577);

’




22.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepuBlik Indonesia Tahun 2005 -

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor:
4578);

23.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4598);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614); '

26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
| Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan
Pemerintah DaerahKabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 13 Tahun 2008
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1 Tahun 2010

. fentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2010;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 4 Tahun 2010

; tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
¥ Anggaran 2010;

32. Peraturan Daerah Kabupateh Tapanuli Tengah Nomor Tahun 2011

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010; —————




34, Peratuia_n ‘Bupati Tapanuli Tengah Nomor 12 Tahun 2010 tentang

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2010. |

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN. PENDAPATAN
. DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.

Pésal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2010 terdiri atas
l, . 'A 1. Pendapatan

& Pendapatan Asli Daerah Rp.  18.371.779.335,00
& b, Dana Perimbangan Rp. 395.606.961.392,00
; ¢. Lain —lain Pendapatan yang Sah  Rp. 42.764.637.478,00
““ | Jumlah Pendapatan Rp. 451.833.378.205,00
Y Belanja
| a. Belanja Tidak Langsung |

1.) Belanja Pegawai Rp. 273.082.931.028,00

2.) Belanja Bunga Rp. | 0,00

‘ _ 3.) Belanja Subsidi Rp. ' 0,00
| 4) Belanja Hibah Rp. 16.175.602.280,00
- 5.) Belanja Bantuan Sosial Rp. 8.229.473.600,00

6.) Belanja Bagi Hasil Rp. | 0,00

7.) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 6.714.000.000,00

- 8.) Belanja Tidak Terduga Rp. 463.701.000,00

Rp. 304.665.707.908,00
b. Belanja Léngsung

1) Belanja Pegawai Rp.  9.618.186.600,00
2.) Belanja Barang dan Jasa Rp. 50.405.017.132,00
: 3.) Belanja Modal Rp. 69.816.520.984,59
Jumlah Belanja ' ' Rp. 129.839.724.716,59
Surplus / ( Defisit ) Rp. 17.327.945.580,41
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3. Pembiayaan :

a. Penerimaan _ Rp. 1.220.135.870,80
b. Pengeluaran Rp. 6.804.617.513,41
Jumlah Pembiayaan Netto. ' Rp. (5.584.481.642,61)
3 Sisa LebithemBiayaan Anggaran Tahun Be?kenaan "~ Rp. -11.743.463.987,80
Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih
lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi. Anggara_n sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum

~dalam Lampiran IT Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. -

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah.




Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 3 November 2011
BUPATI TAPANULI TENGAH

- ttd

RAJA BONARAN SITUMEANG

Diundangkan di Pandan.
pada tanggal 5 November 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

) —

USMAN BATUBARA

. BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2011
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